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ABSTRAK

Gugatan sederhana merupakan inovasi dalam sistem hukum acara perdata Indonesia
yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dengan nilai
gugatan maksimal Rp. 500.000.000,00. Mekanisme ini dirancang agar lebih efisien,
dengan prosedur penyelesaian perkara yang maksimal berlangsung selama 25 hari
kerja. Namun, dalam praktiknya, eksekusi atas putusan gugatan sederhana masih
menghadapi berbagai kendala yang,menghambat efektivitas pelaksanaannya. Seperti
permasalahan yang terjadi pada eksekusi atas gugatan-sederhana karena perbuatan
melawan hukum di Pengadilan Negeri Padang khususnya eksekusi pada Putusan
Pengadilan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg. Permasalahan hukum yang dikaji
dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana prosedur eksekusi atas
gugatan sederhana karena perbuatan melawan hukum pada Putusan Pengadilan
Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg, yang kedua adalah apa kendala yang muncul dalam
proses eksekusi putusan, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Nomor
36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg di Pengadilan Negeri Padang. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif
berdasarkan data primer melalui f\wawancara serta data sekunder dari dokumen
peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa proses eksekusi gugatan sederhana dalam kasus ini tidak berjalan sesuai
dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kendala utama dalam
eksekusi meliputi kendala yuridis, seperti kurangnya pengaturan dalam Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 terkait prosedur eksekusi, serta
adanya perlawanan hukum dari tergugat yang memperlambat proses eksekusi. Selain
itu, terdapat kendala non-yuridis, termasuk rendahnya tingkat kepatuhan terhadap
putusan pengadilan, penghalangan eksekusi, oleh tergugat, kesulitan melacak objek
sengketa, serta keterbatasan sumber daya manusia-di.pengadilan.
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